
I SALINAN I 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MURUNG RAYA 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MURUNG RAYA 

NOMOR 9 TAHUN 2025 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMIUHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 

KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi di 

Lingkungan Komisi Perilihan Umum Kabupaten Murung 

Raya; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan 

Komist Pemilihan Umum Nomor 314/0RT.07. 

Kpt/O1/KPU/V/2021 ten tang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana 

Mengingat 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan 

Keputusan Komisi Perilihan Umum Kabupaten Murung 

Raya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung 

Raya Tahun 2025 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, 



• 2­ 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan Umum Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Perilihan Umum 

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

377); 

4. Peraturan Komisi Pemihihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Perilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
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